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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma
pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma
ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang No. 25 tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.
32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi,
baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan (power sharing)
maupun desentralisasi keuangan (fiscal decentralization). Pemberian otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan
untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain:

a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di

daerah;

b. Berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan

peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

di daerah; serta




c. Terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta
antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Soedjito dalam Mulyanto, 2002: 1-2).

Dengan ditetapkannya UU No0.22/1999 dan UU No.25/1999 yang
ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No.25/2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; mengisyaratkan adanya 4
(empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu:

a. Kapasitas aparat daerah;

b. Kapasitas kelembagaan daerah;

c. Kapasitas keuangan daerah, dan

d. Kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah.

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho,
2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam
penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang
punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor
peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas
pemerintahan daerah; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan
sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik,
efisien, dan efektif.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola

keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom




terletak pada kemampuan self supporting-nya dalam bidang keuangan, termasuk
di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan
dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus
mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai
penyelenggaran otonominya.

Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah besarnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang
dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah,
dan begitu pula sebaliknya. Tetapi mengharapkan PAD sebagai sumber utama
sehingga peranannya mencapai katakanlah 90 % adalah sesuatu yang mustahil,
Sumatera Barat memiliki persentase PAD masih rendah, dimana persentase PAD
terbesar selama periode 2000-2004 sebesar 54,84 persen pada tahun 2004. Hal ini
menycbabkan daerah sangat tergantung kepada pusat sehingga kemampuan
daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat
terbatas.

Untuk mengurangi ketergantungan finansial tersebut Pemda harus
merancang dan menerapkan berbagai cara untuk meningkatan PAD, yang
meliputi:

1. Intensifikasi dan esktensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi

atau pajak,

2. FEksplorasi sumber daya alam, dan

3. Skema pembentukan kapital (capital formation) atau investasi daerah

melalui penggalangan dana atau menarik investor.




Dari ketiga pilihan kebijakan ini, tampaknya skim menarik investor
merupakan suatu pilihan yang paling bersifat sustainable dan mempunyai
economic multiplier effects yang bermanfaat, yaitu employment creation. Pilihan
intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, baik langsung maupun tidak
langsung akan memberikan tekanan inflasi, sedangkan pilihan kedua, terutama
jika sumber daya yang tersedia bersifat non-renewable, akan terbentur pada
persoalan keberlanjutan (Irawan, 2002:1).

Di Sumatera Barat sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang
secara umum berasal dari: (i) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana
sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari
kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat
maupun oleh dunia usaha (Mulyanto, 2002:5-7).

Investasi ini juga merupakan salah satu komponen utama dalam
meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah yang
diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan
mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah dan pada gilirannya akan
mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan ctonomi
daerah.

Persentase Laju pertumbuhan PDRB selalu meningkat setiap tahunnya.
Besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan oleh kemampuan
investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi
pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan

memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara

agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan




investasi ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan
yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non
pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus
menerapkan kebijkasanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat
mendorong investasi di sektor swasta ( Suryana, 2000:109). Dilihat dari
perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
(PMDN&PMA) diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi
pemerintah yang terbesar dilihat dalam periode tahun 1993-2008 adalah investasi
pemerintah yang ditanam pada tahun 2006 sebesar 1.513493,80 juta rupiah. Dan
Investasi Swasta (PMDN&PMA) yang terbesar selama periode 1993-2008 adalah
investasi yang ditanamkan pada tahun 2005 sebesar 1.448.203,76 juta rupiah.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan mendasar pada
kebijakan pembangunan hampir semua sektor di Sumatera Barat ini, seperti,
sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi. Pada sektor-
sektor tersebut, kebijakan dan arah pembangunan akan lebih banyak ditentukan
oleh daerah. Hal ini menimbulkan peluang pengembangan produksi sesuai dengan
potensi wilayah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila
dilihat pola struktur ekonomi Sumatera Barat secara umum dapat diketahui bahwa
perekonomian daerah sumatera Barat masih didominasi oleh sektor
Pertanian/Primer. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar pada
perekonomian Sumatera Barat. Berdasarkan peningkatan kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB, penerimaan daerah juga akhirnya akan mengalami

peningkatan pula.




Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas di atas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang

akan dibahas pada tulisan ini antara lain :

L

Sejauh mana Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan PDRB
mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
Sejauh mana Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta
mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
Sejauh mana PDRB mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Sumatera Barat?

Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Derajat Otonomi

Fiskal Daerah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis:

1.

Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan
PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta
terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal
Daerah Sumatera Barat.

Menganalis Faktor yang dominan mempengaruhi Derajat Otonomi

Fiskal Daerah Sumatera Barat.



1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
1. Penulis, menambah wawasan ilmiah dan sebagai salah satu syarat
untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas
Andalas.
2. Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang
dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
3. Bagi masyarakat luas dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dan
bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian tiap-tiap bab
sebagai berikut:

BABI :Berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang pemilihan
judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfazat penelitian,
serta sistematika pembahasan.

BABII  :Berisi tentang kerangka teori yang terkait dengan judul
penelitian dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan
menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.

BABIII :Membahas tentang metodologi penelitian.

BABIV :Berisi hasil dan analisis yang menggambarkan tentang analisis

deskriptif dan analisis regresi dari variabel yang di teliti.

BABV  :Merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.




BABII
KERANGKA TEORI
2.1 Desentralisasi Fiskal

Sistem administrasi pemerintahan daerah di Indonesia ditandai oleh dua
pendekatan: dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi ialah administrasi
daerah dan fungsi pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat
pemerintah pusat. Desentralisasi ialah fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan
mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang
mencakup lembaga perwakilan yang dipilih.

Beberapa konsep desentralisasi yang dikemukakan diantaranya, Soejito
dalam Sarundajang (2002:45), Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai
dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem
sentralisasi, kewenangan pemerintah baik pusat maupun di daerah, dipusatkan
dalam tangan pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian
kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Pendapat lainnya dari Koswara dalam Sarundajang (2002:45)
mengemukakan bahwa pengertian desentralisasi pada dasarnya mempunyai
makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang
semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian
diserahkan kepada badan/lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah
tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan
tanggung jawab pemerintah daerah. Prakarsa untuk menentukan prioritas, memilih
alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya,

baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan,




sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Demikian pula hak yang menyangkut
pembiayaan dan perangkat pelaksana, baik personal maupun alat perlengkapan
sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan
kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan,
kewenangan untuk memungut pajak (faxing power) terbentuknya dewan yang
dipilih oleh rakyat, dan Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya
bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah. Desentralisasi tidaklah mudah
untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang
beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan
sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep
desentralisasi terdiri atas: Desentralisasi Politik (Political Decentralization),
Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization), Desentralisasi
Fiskal (Fiscal Decentralization). Desentralisasi adminisiratif yaitu pelimpahan
wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung
jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik.
Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan,
pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari
Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih

rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.



Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga) (Sidik, 2002:2) bentuk, yaitu :

1

2)

3)

Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki
dengan Pemerintah Pusat di Daerah.

Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat
pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas
pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion yang
tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan
tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak
langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan
tugasnya, Pemerintah Daerah meriliki wilayah administratif yang
jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk
melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan
serta mengatur penggunaannya.

Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran
hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of
administrative decentralization.

Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu
pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang
berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak

langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini

biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang




menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam
penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir
tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign-authority).

Dengan demikian Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang yang
dikelompokkan menjadi dekonsentrasi, devolusi dan delegasi. Secara konsep
ketiga pengertian tersebut memberikan penjelasan mengenai proses dari
desentralisasi itu sendiri berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi Fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari
desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif,
dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan
publik di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan
yang memadai baik yang berasal dari PAD termasuk surcharge of taxes,
Pinjaman, maupun Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
pasal 1 ayat (7) dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pasal 1 ayat (8)
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan republik Indonesia”.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Ada
tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian
pengambilan keputusan yang dilakukan daerah. Pertama, desentralisasi berarti

pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke
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instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi
berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan
pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah.
Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja
implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu
dikerjakan berada di daerah (Bird, 2000:4).

Yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah Suatu proses distribusi
anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang
lebih rendah. Untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan
publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan.

2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal/ Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Menurut Halim (2001:22) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan
otonomi adalah:

1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki
kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan;

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh
karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai
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pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah
dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja
keuangan daerah. Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat
menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh
penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Daerah adalah suatu tingkatan kemampuan
daerah dalam meningkatkan PAD. Ukuran yang digunakan adalah administration
Independency ratio antar PAD dengan total APBD, tidak termasuk transfer dari
pemerintah pusat (Radianto dalam Anas, 2002:26)

DOF = L x 100 %

APBD — DAU

Dimana:

DOF = Derajat Ctonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan
semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja
keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam
membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada

daerah tersebut.
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2.3 Keuangan Daerah

Menurut Yani (2002:229) “Keuangan Daerah merupakan Semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD”

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, ketentuan tentang
keuangan daerah diatur didalam bab tersendiri, yakni pada bab VIII Keuangan
Daerah, yang terdiri atas pasal 155 sampai pasal 194. dalam pasal 155 ayat (1)
ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja
daerah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen
kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan,
APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan
efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan
besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan
perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan
datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat
untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari
berbagai unit kerja.

Untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh
daerah melalui APBD, maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari

pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan

pengalihan pembiayaan daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan




yang ada di daerah, disamping didukung oleh perimbangan keuvangan antara
pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota (Abdullah,
2002:45).

Dalam Penjelasan umum disebutkan bahwa “penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan
urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang
cukup kepada daerah”.

Sumber penerimaan daerah ini diatur dalam bab tersendiri pada UU No.
33 Tahun 2004, yakni pada bab IV pasal 5 :

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli daerah;
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain Pendapatan.
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
b. penerimaan Pinjaman Daerah;
¢. Dana Cadangan Daerah; dan

d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang
berbeda dalam menyatakan kemampuan daerah dan melaksanakan fungsi,

tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan daerah. Diantaranya
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menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya
tergantung pada kemampuan daerah dalam menggali sumber penerimaan yang
independen, seperti misalnya yang berasal dari pajak dan retribusi. Makin besar
kemampuan daerah dalam sumber pendapatannya maka akan memperkecil
kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya alokasi
yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Susiyati, 1994:29).

Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan
pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah
dengan meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi (grant) yang di drop dari
pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Yani,
2002:39). Salah satu perubahan penting dalam melihat potensi dan dinamika
perekonomian daerah adalah PAD.

2.4 PDRB (Produk Domestik regional Bruto)

Desentralisasi fiskal ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi yang layak tanpa adanya tingkat pengangguran yang tinggi atau
ketidakstabilan harga-harga. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
harga di suatu daerah diharapkan dapat menckan tingkat pengangguran dan
kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Dengan
diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah
menjadi lebih mandiri dengan salah satu indikatornya adalah meningkatnya PAD

dan berkurangnya subsidi (grant) yang di drop dari Pusat (Aswin, 2005:4).
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Pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut dapat meningkatkan kinerja
pemerintah daerah yang dapat diukur dari kinerja finansial pertumbuhan ekonomi
daerah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan
ekonomi suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB didefinisikan sebagai
jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam hal ini
digunakan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB dapat menjelaskan tiga pengertian, yaitu Pengertian Produksi,
Pendapatan, Dan Pengeluaran. Secara garis besar, PDRB merupakan nilai tambah
barang atau jasa yang dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan
produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Secara konsep ketiga
pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran
dengan jumlah barang dan jasa akhir atau yang dihasilkan dan harus sama pula
dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

2.5 Investasi

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, salah satu fenomena
dari hubungan antara sistem pmerintah Daerah (Pemda) dengan pembangunan
adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
Ketergantungan ini terlihat dari aspek keuangan: Pemda kehilangan keleluasaan
bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting, dan
adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda.
Pembangunan daerah terutama fisik cukup pesat akan tetapi tingkat

ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari
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pembangunan juga semakin besar (Kuncoro, 2004:18). Ketergantungan fiskal
terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominanya transfer dari pusat.

Untuk mengurangi ketergantungan finansial tersebut Pemda harus
merancang dan menerapkan berbagai skim peningkatan PAD. Secara umum, skim
tersebut meliputi: 1) Intensifikasi dan esktensifikasi pungutan daerah dalam
bentuk retribusi atau pajak, 2) Eksplorasi sumber daya alam, dan 3) Skema
pembentukan kapital (capital formation) atau investasi daerah melalui
penggalangan dana atau menarik investor. Dari ketiga pilihan kebijakan ini,
tampaknya skim menarik investor merupakan suatu pilihan yang paling bersifat
sustainable dan mempunyai economic multiplier effects yang bermanfaat, yaitu
employment creation. Pilihan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah,
baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan inflasi,
sedangkan piithan kedua, terutama jika sumber daya yang tersedia bersifat non-
renewable, akan terbentur pada persoalan keberlanjutan (Irawan, 2002:1).

Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan self
supporting-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah
kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan
menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-
sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaran otonominya.

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan
daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai
program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara

baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (public services),
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fungsi pembangunan (development), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat
(society protection).

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan
sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i)
investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi
pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii)
investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Dalam hal investasi pemerintah daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No.22/1999; dinyatakan bahwa
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) dibiayai atas beban APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Selanjutnya dalam pasal 79 UU No0.22/1999 dan juga pada pasal 3 dan 4 UU
No0.25/1999 telah digariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD
untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: (i) Pendapatan asli daerah, -yaitu: (a)
hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah,
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 6 dipisahkan, serta (d) lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah-; (i) Dana perimbangan; (iii) Pinjaman daerah;
serta (iv) Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mulyanto, 2002 : 5-7).

Secara umum investasi dapat dibagi atas dua bagian utama yaitu Investasi
Swasta (Private Investment) dan Investasi Pemerintah (Public Investment).
Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta seperti
pendirian pabrik baru, peralatan dan penambahan faktor produksi baru. Investasi
ini bisa dilakukan oleh pihak swasta dalam negeri (PMDN), swasta asing (PMA)

dan rumah tangga.
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Investasi pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah
dalam suatu negara. Pemerintah dalam hal ini meliputi pemerintah pusat, propinsi,
kota dan kabupaten dengan segala aparatnya. Dalam bidang sosial, pemerintah
memberikan pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, pemberian
pekerjaan, bantuan bagi korban bencana alam, yatim piatu dan jompo. Dalam
bidang pemerintahan dan keamanan memberikan perlindungan dan ketertiban
hukum. Dalam bidang ekonomi membangun sarana dan prasarana perbankan,
asuransi, pendeknya berbagai macam pelayanan dan jasa sebagian besar tidak
disediakan oleh pihak lain atau swasta. Peningkatan investasi pemerintah akan
mempengaruhi investasi yang dilakukan swasta secara positif.

Investasi juga merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan arti kata, besarnya laju pertumbuhan
ekonomi yang dicapai ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat
dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing
sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif
terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh
pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi ini tergantung pula pada
sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang

berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.
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Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja meningkatkan pendapatan
nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranannya ini
bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian
( Sukirno, 2000:367-368).

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat,
maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan
pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh
pertambahan dalam kesempatan kerja.

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan
menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan
perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional
dan kesempatan kerja.

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan
ini akan memberi sumbangan penting terhadap kenaikan produktivitas

dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan
penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal
dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian

| (Sukirno, 2000:107).

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus

menerapkan kebijkasanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat

mendorong investasi di sektor swasta (Suryana, 2000:109). Selain itu Investasi
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menurut Budiono (1985:40) adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta)
untuk membeli barang-barang atau jasa dan tujuan investasi yaitu menambah stok
digudang atau untuk perluasan pabrik.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi
adalah pengeluaran yang dilakukan oleh sektor pemerintah atau swasta untuk
tujuan menambah persediaan atau stok yang ada digudang, untuk perluasan
pabrik, perusahaan, membeli mesin-mesin, membangun perumahan baru dan
untuk menambah alat-alat produksi baru.

Investasi dapat dirinci menurut sektor (sektor pertanian, penggalian,
industri dan sebagainya) bahkan dapat dirinci menurut komoditi, ataupun menurut
institusi yang melakukan investasi (pemerintah umum, BUMN/D, swasta dan
rumah tangga). Investasi pemerintah dapat dibedakan menjadi investasi
pemerintah pusat, pemeriniah daerah, BUMN, dan BUMD. Sedangkan investasi
swasta dan rumah tangga dapat dibedakan menjadi investasi perusahaan fasilitas
(PMA dan PMDN), investasi perusahaan non fasilitas, dan investasi rumah
tangga. Investasi yang dilakukan itu akan memberi pengaruh positif terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung

pada kebijaksanaan pemerintah.
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2.6 Studi Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Anas (2002:86) menunjukkan peningkatan
komponen sektor lapangan usaha yang ada pada PDRB, ternyata tidak mempunyai
pengaruh terhadap pertumbuhan PAD kota Padang, akan tetapi pengaruh
peningkatan PAD terhadap besaran pertumbuhan DOF sangat signifikan.

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Paisal (2003:80) terdapat
pengaruh yang signifikan antara Investasi Pemerintah dan Investasi Sektor Swasta
terhadap total PDRB Sumatera Barat. Pada penelitian ini terlihat bahwa investasi
yang ditanamkan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta
dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan suatu usaha untuk
melihat tingkat pembangunan bidang ekonomi di daerah Sumatera Barat.
Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur berdasarkan PDRB berdasarkan harga
konstan suatu daerah. Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong
pembangunan suatu daerah. Peran tersebut terlihat dari kemampuan daerah dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Roy Bahl (1999) mengemukakan beberapa aturan yang dapat
diimplementasikan untuk melaksanakan otonomi fiskal. Peraturan pertama yaitu
otonomi fiskal merupakan suatu sistem yang harus dilakukan secara
komprehensif. Kedua kondisi keuangan harus sesuai dengan fungsi otonomi
fiskal. Berikutnya adalah adanya kemapuan yang kuat dari pemerintah pusat untuk
melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kegiatan otonomi tersebut.
Selanjutnya peraturan yang harus diperhatikan yaitu sebuah sistem pemerintahan
yang terpusat tidak dapat menyelesaikan permasalahan antar desa dan kota.

Otonomi fiskal membutuhkan kekuatan pemerintah daerah dalam masalah
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perpajakan. Pemerintah pusat harus tetap menjaga pelaksanaan otonomi fiskal
yang telah dibuat. Model transfer fiskal yang dilakukan pemerintah pusat harus
sesuai dengan tujuan dari otonomi fiskal. Peraturan berikutnya terkait dengan
kebijkan anggaran yang ketat, mengenali sistem pemerintahan yang selalu harus
sesuai rencana yang telah dibuat. Peraturan yang terakhir adalah otonomi fiskal
yang dilakukan harus berhasil membawa kesejahteraan pada masyarakat.
Penelitian Nobuo Akai (2007) mengenai implikasi dari otonomi fiskal
untuk kestabilan ekonomi, menemukan bahwa otonomi fiskal mengurangi
fluktuasi dari pertumbuhan PDB yang juga meningkatkan kegiatan hukum. Nobuo
Akai menggunakan data panel dari 50 negara bagian Amerika Serikat pada tahun
1992-1997. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif dan

signifikan antara otonomi fiskal dan volatilitas ekonomi.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif
tahunan pada periode 1993-2008. Data sekunder digunakan karena penelitian
yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro. Data tersebut diolah kembali
sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari
berbagai sumber seperti misalnya Badan Pusat Statistik, BAPPEDA Sumatera
Barat, dan BKPPMD serta instansi-instansi lain yang terkait. Disamping itu
penulis melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung
penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal ekonomi,
Perpustakaan Universitas Andalas, serta dari berbagai buku ekonomi yang
menunjang terhadap penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mendapatkan
data tesebut adalah sebagai berikut :

1. Research Library Observation, dari Universitas Andalas.

2. Penelitian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dengan cara
mengutip, mencatat, memphoto copy, dari berbagai publikasi.

3. Selain itu sumber penulisan ini juga didapat dari internet.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap
kinerja keuangan’ pemerintah propinsi Sumatera Barat maka, penelitian ini
digolongkan dalam penelitian deskriptif dan asosiatif. Menurut Irawan (1999:60)

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau
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menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sedangkan penelitian asosiatif
maksudnya menjelaskan hubungan antara variabel ebas dengan variabel terikat.
3.2 Definisi Operasional
3.2.1 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ariabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini
adalah Derajat Otonomi Fiskal (Y).
Derajat Otonomi Fiskal (Y) adalah suatu tingkatan kemampuan daerah dalam
meningkatkan PAD (Radianto dalam Anas, 2002:26).

Derajat Otonomi Fiskal

DOF = 40 x 100 %

APBD — DAU

dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah
APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
DAU = Dana Aiokasi Umum
3.2.2 Variabel Bebas
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi menjadi sebab
perubahan atau timbulnya variabel bebas atau variabel terikat. Dalam penelitian
ini yang menjadi variabel bebas adalah Investasi Pemerintah (G), Investasi Swasta
(I), dan PDRB (Y).
1. Investasi Pemerintah (G) adalah pengeluaran pemerintah didalam alokasi
atau pengeluaran pemerintah di dalam membiayai pembangunan. Investasi

Pemerintah berasal dari pemerintah pusat melalui dana sektoral dan
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pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun kabupaten/kota. Data
investasi ini dalam satuan Rupiah.

Investasi swasta (I), investasi yang dikeluarkan oleh sektor swasta/non
pemerintah (khususnya PMDN dan PMA) didalam sektor ekonomi dalam
menanamkan modalnya di daerah Sumatera Barat. Satuan datanya dalam
bentuk Rupiah.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB), yang dilihat dengan PDRB yaitu jumlah
nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi yang beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Satuannya dalam bentuk Rupiah.

3.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

L

Kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen analisis
seperti tabel dan grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis
penelitian secara teratur dan saling mendukung. Data dari buku teks,
jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan skripsi ini
dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.

Kuantitatif, dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika untuk
mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dalam angka.

Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model analisis regresi

sederhana (simple regression) dan regresi berganda (multiple regression) (Hoover

& Sheffrin, 1992, dalam Prakosa, 2004) yang digunakan untuk melihat pengaruh

investasi pemerintah (G), investasi swasta (I) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB)
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terhadap derajat otonomi fiskal (DOF) dengan menggunakan bantuan program
Microsoft Excel dan Eviews 3.0. Data yang digunakan adalah data periode
tahunan (time series) dengan estimasi model menggunakan Ordinary Least
Square (OLS) yaitu teknik mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan
meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis
tersebut. Regresi bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel
dengan variabel lainnya. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen,
sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Dalam
regresi berganda, variabel independennya lebih dari satu variabel, serta memiliki
satu variabel dependen. (Nugroho, 2005).

Model regresi sederhana dan berganda yang digunakan dalam penelitian
ini dapat dijabarkan dalam bentuk persamaan-persamaan berikut : Pengujian
Hipotesis 1 (H;) digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh investasi
pemerintah (G) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF). (Nugroho, 2005).

Hi: DOF=a+bG+e
Dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

G = Investasi Pemerintah
e = error terms

Pengujian Hipotesis 2 (H,) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh investasi swasta (/) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF).
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F=a+by[+e

Dimana :
by = Koefisien Kegresi
1 = Investasi Swasta

Pengujian Hipotesis 3 (Hj) yang digunakan untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh pertumbuhan ekonomi (Y) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF).

Hj: DOF=a +b;Y+e

Dimana :
by = Koefisien Regresi
¥ = Pertumbuhan Ekonomi

Pengujian Hipotesis seianjutnya (Hs3) adaiah regresi berganda yang diiakukan
untuk mengetahui apakah pengaruh investasi pemerintah (G), investasi swasta (/)
dan perumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap derajat otonomi fiskal (DOF)

DOF = o + a;Long + a;Logl'z + a3LogPDRB3 + e

dimana :

DOF = Derajat Otonomi Fiskai
Gy = Investasi Pemerintah

I = Investasi Swasta

PDRB; = Pertumbuhan Ekonomi
e = Faktor pengganggu

Persamaan regersi tersebut harus bersifat BLUE (Best Linear Unbiased
Estimated) artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias.

Untuk menghasiikan keputusan BLUE, maka harus memenuhi empat asumsi

dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linear berganda, yaitu:
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i) Tidak boieh ada autokoreiasi;

2) Tidak boleh ada heteroskedastisitas;

3) Tidak boleh ada multikolinearitas;

4) Data terdistribusi normai.

3.4 Alat Uji

=3

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Koefisien determinasi ( R® ) untuk melihat kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel terikat ( Nilai R mendekati 1 ).

Uji statistik t, menunjukkan pengaruh masing - masing variabel bebas
daiam menerangkan variasi variabei terikar.

Uji statistik F, melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap
variabei terikat.

Uji Normalitas, untuk mengetahui residual hasil regresi terdistribusi secara
normal atau tidak.

Uji Muitikolinier untuk menguji apakah modei regresi mempunyai
korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi
korelasi diantara variabel bebasnya dengan nilai < 0,85.

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah daiam modei regresi terjadi
kesamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya.
Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas. viodei regresi yang baik adaiah yang

homoskedastisitas
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Uji Autokoreiasi untuk menguji apakah daiam suatu modei regresi iinear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi.
Teknik yang digunakan adaiah uji Durbin - Watson.

3.5 Analisis Deskriptif

Dilakukan dengan maksud mendeskripsikan apa yang ditemukan pada
hasii peneiitian dan memberikan iniormasi sesuai dengan yang ditemukan di
lapangan. Terdiri atas penyajian data dalam tabel, menghitung persentase, nilai

pemusatan dan dispersi data.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1. Analisis Deskriptif
4.1.1 Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah suatu tingkatan kemampuan daerah
dalam meningkatkan PAD. Ukuran yang digunakan adalah administration
Independency ratio antara PAD dengan total APBD, tidak termasuk transfer dari
pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin
tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja
keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam
membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada
daerah tersebut.

Dari Tabel 4.1 dibawah dapat dilihat bahwa Derajat Otonomi Fiskal
Daerah Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 sangat
berfluktuatif. Pada periode 1997 sampai dengan 2001 Derajat Otonomi fiskal
Daerah Sumatera Barat selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya,
bahkan penurunannya sampai mencapai angka 49,16 persen kondisi ini terjadi
pada tahun 2001.

Hal ini merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan
desentralisasi fiskal yang dimulai tanggal 1 januari 2001, fenomenanya adalah
ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap Pemeritah Pusat, Pemda kehilangan

keleluasaan bertindak (Local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan
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penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda.
Pembangunan didaerah terutama fisik cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan
fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin
besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 Derajat Otonomi Fiskal
Daerah Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Derajat Otonomi Fiskal yang paling tinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 49,94
persen dari 37,96 persen pada tahun 2002 dengan laju pertumbuhan sebesar 3 1,56
persen.

Tabel 4.1
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Propinsi Sumatera Barat

S DOF Laju Per:umbuhan
Yo

1993 73.64

1994 78.72 6.90
1995 66.93 -14.98
1996 75.00 12.06
1997 67.34 -10.21
1998 60.77 -9.76
1999 59.93 -1.38
2000 59.09 -1.40
2001 30.04 -49.16
2002 37.96 26.36
2003 49.94 31.56
2004 54.84 9.81
2005 64.18 17.03
2006 32.10 -27.34
2007 28.86 -10.09
2008 28.94 0.27

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder 2006
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Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat senantiasa menunjukkan
perkembangan yang tidak menggembirakan yang ditunjukkan dengan laju
pertumbuhan yang negatif, dimana rata-rata pertumbuhannya mengalami
penurunan pada tahun 2006 dan 2007. Namun pada tahun 2008 derajat otonomi
fiskal kembali meningkat menjadi 28,94 dari 28,86 pada tahun 2007.

4.1.2 Perkembangan Perekonomian Daerah Sumatera Barat

Salah satu indikator penting untuk untuk mengetahui kondisi ekonomi
disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB, baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan
jumlah nilai tambah (valueadded) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto)
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebui yang dihitung menggunakan
harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Dalam
penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat
menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Kondisi perekonomian
Sumatera Barat selama kurun waktu 1993-2008 sangat berfluktuasi. Sebelum
krisis ekonomi selama kurun waktu 1993 sampai dengan tahun 1997 senantiasa
menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yangditunjukkan dengan
pertumbuhan yang positif.

Seperti terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini, perekonomian Sumatera Barat

pada tahun 1993 tercatat sebesar Rp. 17.532.612,41 juta dan pada tahun 1997

tercaat sebesar Rp. 23.262.957,30 juta, meskipun berfluktuasi pertumbuhan




ekonomi selama kurun waktu tersebut (1993-1997) menunjukkan pertumbuhan

yang positif.

Tabel 4.2
Perkembangan PDRB Propinsi Sumatera Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 1993-2008

(Dalam jutaan rupiah)
Tahun PDRB Laju Pertumbuhan
(%)

1993 17,532,612.41
1994 18,838,174.12 7.45
1995 20,521,202.43 8.93
1996 22,125,484.83 7.81
1997 23,262,957.30 5.14
1998 21,696,893.19 5.73
1999 22,041,491.90 1.59
2000 22,889,614.05 3.85
2001 23,727,373.93 3.66
2002 24,840,187.76 4.69 |
2003 26,146,781.63 5.26
2004 27,578,136.56 547
2005 29,159,480.53 5.73
2006 30,949,945.10 6.14
2007 32,912,968.59 6.34
2008 35,007,921.57 6.36

Sumber : BPS Sumatera Barat, (diolah)

Tetapi tatkala Indonesia dilanda krisis pertengahan tahun 1997
perekonomian Sumatera Barat juga mengalami kemunduran. Seluruh sektor hanya
mampu menghasilkan output sebesar Rp. 21.696.893,19 juta atau mengalami
pertumbuhan minus sebesar -6.73 persen. Hal ini disebabkan oleh melemahnya
nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Inflasi), yang mengakibatkan
naiknya harga-harga sehingga perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia terutama sejak rezim orde baru,

35




kemerosotan yang terjadi hingga mencapai pertumbuhan negatif baru sekali
dialami yakni pada tahun 1998.
Grafik 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat 1993-2008

6,37

1994 1995 1996 1997 Y1998 /1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-6,73

Selama periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 perekonomian
Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1995
sebesar 8,93 persen, meningkat dari Rp18.838.174,12 juta pada tahun 1994
menjadi Rp. 20.521.202,43 juta pada tahun 1995. sedangakan tingkat
pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 1,59 persen. Secara rata-
rata laju pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat adalah 4,78 persen pertahun.
Pertumbuhan Ekonomi semenjak pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2001
menunjukkan trend yang semakin meningkat tetapi pergerakan masin terlihat

lambat hingga tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,36 persen.




4.1.3 Perkembangan Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta
(PMDN&PMA)

Investasi merupakan salah satu indikator utama ekonomi makro yang
dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perekonomian. Dalam upaya
merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber
pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i) investasi
pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah,
baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor
swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha.

Investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan dunia usaha (swasta)
akan dapat menggerakkan perekonomian pada sektor riil dan ini berarti akan
meningkatkan pendapatan masyarakat dan berdampak positif pada peningkatan
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Investasi yang dilakukan itu akan
memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Dalam rangka
meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan
kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong
investasi di sektor swasta.

Berdasarkan tabel 4.3 di bawah perkembangan Investasi pemerintah di
Sumatera Barat selama kurun waktu 1993 sampai dengan 2008 sangat
berfluktuasi. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999 investasi pemerintah selalu
mengalami penurunan hungga mencapai 26,06 persen yaitu pada tahun 1999 yang
merupakan penurunan terbesar dalam periode ini, hal ini disebabkan oleh kondisi
perekonomian yang tidak stabil dimulai pada pertengahan tahun 1997 yang

dikenal dengan krisis ekonomi.
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Tabel 4.3
Perkembangan Investasi Pemerintah Yang Telah Terealisasi
Di Sumatera Barat Tahun 1993-2008

Tahun | Investasi Pemerintah | Laju Pertumbuhan
(Jutaan Rupiah) (%)

1993 241.409,70
1994 445.717,30 84.63
1995 688.403,80 54.45
1996 639.718,80 -7.07
1997 641.379,90 0.26
1998 980.920,80 52.94
1999 725.318,10 -26.06
2000 493.040,90 -22.02
2001 825.352,40 67.40
2002 1.033.536,80 e 5 4
2003 1.166.909,20 12.90
2004 1.264.579,70 8.37
2005 1.335.791,50 5.63
2006 1.513.493,80 13.30
2007 1.200.976,40 -20.65
2008 1.423.247,00 18.51

Sumber : BPS Sumatera Barat (diolah)

Sejak pelaksanaan desentralisasi Fiskal tahun 2001 Investasi Pemerintah
menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhannya berfluktuatif
setiap tahunnya. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan Investasi pemerintah
Sumatera Barat sebesar 17,19 persen pertahun. Peningkatan investasi pemerintah
daerah akan memberikan peluang dan mendorong investor swasta baik dalam
maupun asing untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Dan pada
akhirnya investasi pemerintah dan swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah.
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Tabel 4.4
Perkembangan Investasi Swasta (PMDN dan PMA) Yang Telah Terealisasi
di Sumatera Barat Tahun 1993-2008

Tahun PMDN&PMA Laju Pertumbuhan
(Jutaan Rupiah) (%)

1993 257.311,62

1994 279.579,57 8.65
1995 348.129,52 24.52
1996 275.800,73 -20.78
1997 578.789,26 109.86
1998 685.383,23 18.42
1999 914.079,31 33.37
2000 757.184,32 -17.16
2001 1.302.923,39 72.07
2002 1.408.087,45 8.07
2003 452.827,06 -67.84
2004 906.091,56 100.10
2005 1.448.203,76 59.83
2006 1.023.418,59 -29.33
2007 724.714,99 -29.19
2008 834.776.10 15.19

Sumber : BKPPMD Sumatera Barat

Berdasarkan tabel Perkembangan Investasi swasta (PMDN dan PMA) di
atas, selama kurun waktu 1993-2008 investasi yang ditanamkan berfluktuasi dari
tahun ke tahun. Sejak diberlakukannya otonomi Daerah pada tahun 2001 Investasi
yang ditanamkan oleh PMDN dan PMA senantiasa meningkat setiap tahunnya,
namun pada tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 67,84 persen, turun dari
Rp. 1.408.087,45 juta pada tahun 2002 menjadi Rp. 452.827,06 juta pada tahun
2003. Namun pada tahun 2004 Investasi yang ditanamkan oleh PMDN dan PMA
ini kembali meningkat dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai

100,10 persen.
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Secara rata-rata tingkat pertumbuhan Investasi swasta Sumatera Barat
sebesar 19,05 persen pertahun. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan yang
cukup tinggi tentunya bila dibandingkan dengan investasi pemerintah yang hanya
berkisar 17,19 persen perhaunnya.

4.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui seberapa efektif investasi swasta (I), investasi
pemerintah (G) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dalam mempengaruhi derajat
otonomi fiskal (DOF) di propinsi Sumatera Barat, maka dilakukan analisis regresi
terhadap persamaan, sedangkan metode yang digunakan dalam regresi adalah
metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data times series
tahunan. Setelah dilakukan regresi terhadap data, diperoleh hasil regresi sebagai
berikut:

DOF = 548.3206 + 3.041843Log/ + 14.70428LogG
+12.73855LogPDRB

t-statistic = (5.260400) (0.892047) (2.080931) (2.480876)

R*=0.811711

R’ Adjusted = 0.760360

F-statistic = 15.80698
4.2.1 Koefisien Determinasi (R2)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R2 sebesar 0.811711 yang berarti bahwa
sebesar 81,17% variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
Atau dengan kata lain, sebesar 81,17% variabel investasi swasta, investasi
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan derajat otonomi

fiskal, sisanya sebesar 18,83% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar model
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yang digunakan. Investasi swasta (I) mempunyai hubungan yang positif dengan
derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 3.041843, Artinya dengan
mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan, maka
investasi swasta (I) akan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal,
sedangkan arti 3.041843 yaitu kenaikan investasi swasta sebesar 1 persen
menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 3,04 persen, tetapi
pengaruhnya tidak signifikan.

Variabel investasi pemerintah (G) mempunyai hubungan yang positif
dengan derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 14.70428, Artinya
dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan konstan,
maka investasi pemerintah (G) akan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi
fiscal. Sedangkan arti 14.70428 yaitu kenaikan investasi pemerintah sebesar 1
persen menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 14,7 persen.

Sama halnya dengan variabel pertumbuhan ekonomi yang mempunyai
hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal dengan koefisien 12.73855,
artinya dengan mempertahankan semua variabel independen dalam keadaan
konstan maka pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh positif terhadap derajat
otonomi fiskal. Sedangkan arti angka 12.73855, yaitu kenaikan pertumbuhan
ekonomi sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar

12.74 persen.
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4.2.2 Uji F- test
Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen jika nilai F-test > F-tabel, dan begitu sebaliknya, variabel independen
secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen jika nilai F-fest <
Ftabel. Dari hasil penelitian didapatkan nilai F-fest sebesar 15.80698 sedangkan
Ftabel dihitung dengan cara dfl = k-1, dan df2 = n-k, dimana k adalah jumlah
variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah jumlah data,
sehingga didapatkan nilai F-tabel(3:11) sebesar 3.59. Hal ini menunjukkan nilai
F-test > F-tabel, dan bisa dinyatakan bahwa secara bersama-sama (keseluruhan)
derajat otonomi fiskal dipengaruhi oleh investasi swasta, investasi pemerintah dan
pertumbuhan ekonomi.
4.2.3 Uji T-test
Masing-masing  variabel independen secara individual (parsial)

mempengaruhi variabel dependen jika 7-test > T-tabel, dan begitu sebaliknya,
masing-masing  variabel independen secara individual (parsial) tidak
mempengaruhi variabel dependen jika T-fest < T-tabel. Dari hasil regresi
diperoleh nilai T-test I = 0.892047, T-test G = 2.080931 dan T-test ¥ =2.480876,
Sedangkan T-fabel dihitung dengan cara dfl = 1/2u, dan df2 = n-k sehingga
didapatkan nilai T-tabel(0,025:11) sebesar 1,796. Oleh karena itu, dapat
dinyatakan bahwa:

« Investasi swasta (/) secara statistik tidak signifikan dalam mempengaruhi

derajat otonomi fiskal (DOF) sebab T-test < T-tabel.
« Investasi pemerintah (G) secara statistik signifikan dalam mempengaruhi

derajat otonomi fiskal (DOF) sebab T-test > T-tabel.
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« Pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara statistik signifikan mempengaruhi
derajat otonomi fiskal (DOF) sebab T-test > T-tabel

Untuk melihat pengaruh variabel secara parsial dapat juga dilihat dari nilai
probabilitas. Dengan menguji dua sisi maka nilai probabilitas tidak perlu dibagi
dua karena nilai probabilitasnya lebih dari tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh
signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 1C % karena nilai
probabilitasnya sebesar 0,3915. Sedangkan variabel investasi pemerintah
signifikan pada tingkat kepercayaan 10% dengan probability 0,0616 dan variabel
pertumbuhan ekonomi signifikan dalam tingkat kepercayaan 5% dimana
probability-nya 0,0305.
4.3 Uji Asumsi Klasik
4.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas (variabel penganggu
mempunyai varian yang tidak konstan) yaitu dengan menggunakan Uji white
heteroscedasticity no cross term dimana jika chi-squared probability (Obs*R
squared) > 0.05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.694714  Probability 0.662052
Obs*R-squared 5.138298 Probability 0.526202
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Dari tabel terlihat bahwa probability (Obs*R squared) lebih besar
(0.526202) > 0,05 sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi
tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi bearti adanya korelasi antara satu variabel
penganggu dengan variabel penganggu lainnya (Widarjono,2005). Dalam konteks
regresi, apabila faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi tidak
dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya.
Oleh karena itu, bila pengamatan-pengamatan yang dilakukan sepanjang waktu,
pengaruh faktor pengganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu tidak
terbawa pada periode waktu berikutnya. Ini dinamakan tidak ada autokorelasi.
Adanya korelasi antara variabel gangguan mengakibatkan penaksir tidak lagi
efisien baik dalam sample kecil maupun sample besar. Penentuan ada tidaknya
antokorelasi dapat dilihat dari bagan I dibawah ini.

Gambar 5.1

Uji Autokolerasi Durbin Watson

Autokolerasi Autokolerasi
positif negatif
Ragu Ragu
-ragu -ragu
< > Tidak ada
autokolerasi - P
|
0 d d 2 4-dy 4 - 4
0.95 1.54 2.46 3.05
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Dari hasil regresi didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.958414 dan
dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai dL=1.30, dan dU=1.57 sehingga nilai
(4-dU) = 2.43 dan nilai (4-dL) = 2.70. Dari bagan I diketahui bahwa nilai Durbin-
Watson (1.958414) terletak pada daerah tidak ada autokorelasi.

4.3.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linear antara beberapa
atau semua variabel penjelas dalam suatu model regresi. Menurut Frisch,
1934(dalam Widarjoyo,2005), suatu model regresi dikatakan terkena
multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna (perfect) atau pasti
(exact) di antara beberapa atau semua variabel bebas dar suatu model regresi.
Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap
variabel yang dijelaskan, schingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan
yang tinggi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya hubungan linier
antara variabel independen dalam model regresi. Jika menginginkan model yang
bersifat BLUE, maka tidak boleh terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang
digunakan\untuk menguji asumsi ini yaitu dengan menggunakan Correlation
Matrix (r) masingmasing variabel baik independen maupun dependen. Hasil Uji

Multikolinearitas dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Multikolinearitas
I G Y
1 1.000000 0.111210 0.320555
G 0.111210 1.000900 0.736833
Y 0.320555 0.736833 1.000000

Sumber : data diolah
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Model dinyatakan terkena multikolinearitas jika r (absolute) > 0, 85
(Widarjoyo,2005). Dari tabel tidak terdapat r (nilai absolute) yang besar dari
0,85% sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi
multikolinearitas.

4.3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data variabel yang
digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian
adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dari
nilai skewness yaitu kecondongan (kemiringan) suatu kurva. Data yang
terdistribusi mendekati normal akan memiliki nilai skewness yang mendekati
angka nol sehingga memiliki kemiringan yang cendrung seimbang (Nugroho,
2005).

Dari hasil regresi didapatkan nilai skewness yang mendekati nol yaitu
sebesar - 0,22893 sehingga bisa dinyatakan bahwa model terdistribusi norma! dan
layak digunakan dalam penelitian. Normalitas data juga dapat dilihat dari nilai
probabilitas J-B statistik. Data yang terdistribusi normal adalah data yang
memiliki nilai probabilitas J-B statistik yang lebih besar dari 0.05 (pada alpha 5%)
(Sriwinarti,2004). Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas J-B statistik
sebesar 0,393778 yang lebih besar dari 0.05, berarti menunjukkan bahwa data

berdistribusi normal.




4.4 Analisis Regresi Terpisah
4.4.1 Hasil Regresi variabel Investasi Swasta dan Investasi Pemerintah
Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
Pada penelitian ini, untuk melihat hubungan antara variabel investasi swasta
dan investasi pemerintah terhadap derajat otonomi fiskal dilakukan regresi sebagai

berikut :
DOF = 1.767212 + 0.067847 LogG + 0.110566 Log/

(4,331020) (1,255742) (4.224003)

Dari hasil regresi terlihat bahwa variabel investasi pemerintah memiliki
hubungan positif terhadap derajat otonomi fiskal dengan koefisien sebesar
0,067847, yang memiliki arti peningkatan investasi pemerintah sebesar 1% akan
meningkatkan derajat otonomi fiskal sebesar 0,067847%. Begitu juga dengan
variabel investasi swasta memiliki hubungan positif terhadap derajat otonomi
fiskal dengan koefisien regresi sebesar 0,110566, yang mengindikasikan
kenaikkan 1% investasi swasta akan meningkatkan derajat otonomi fiskal sebesar

0,110566%.
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4.4.2 Hasil Regresi variabel PDRB Terhadap Derajat Otonomi Fiskal

Untuk melihat hubungan antara variabel PDRB terhadap derajat otonomi
fiskal dapat dilihat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut :

DOF = 0.048694 + 0.006843LogPDRB
(0,048694) (0,006843)

Hasil regresi diatas menunjukkan variabel PDRB memiliki hubungan positif
terhadap derajat otonomi fiskal dengan koefisien regresi sebesar 0,006843, hasil
ini menunjukkan bahwa kenaikkan 1% PDRB akan meningkatkan derajat otonomi

fiskal sebesar 0,006843%.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut,
bahwasanya Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat dipengaruhi
secara positif oleh investasi pemerintah, investasi swasta dan PDRB. Derajat
otonomi fiskal daerah sumatera barat dari tahun 1993 sampai 2008 cenderung
menurun. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak yang di timbulkan
oleh adanya Desentralisasi Fiskal. Tingkat ketergantungan Daerah terhadap
pusat masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.

Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi secara
signifikan oleh investasi pemerintah secara langsung. Sedangkan Derajat
otonomi fiskal daerah Sumatera Barat di pengaruhi secara tidak signifikan
oleh investasi swastanva. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat
dipengaruhi oleh PDRB. Hal ini terbukti dari nilai thiung lebih besar dari tipel-.
Kondisi ini berarti setiap peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi derajat otonomi fiskal
daerah Sumatera Barat adalah investasi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan
perhitungan secara langsung pengaruh antara variabel investasi pemerintah,
investasi swasta dan PDRB terhadap derajat otonomi fiskal daerah Sumatera

Barat.
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5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian yang dikemukakan

diatas, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

k:

Agar kebijakan pemerintah dalam bentuk investasi pemerintah dapat
diupayakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat lebih
dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan dapat menunjang pencapaian
kesejahteraan masyarakat,

pemerintah perlu berupaya untuk menarik investor, sehingga
meningkatkan investasi swasta dengan cara menciptakan iklim usaha yang
kondusif, iklim investasi serta mempermudah segala urusan yang

berkaitan dengan penanaman modal tersebut.
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Hasil Regres

Dependent Variable: DOF

Method: Least Squares

Date: 04/22/11 Time: 23:56

Sample: 1994 2008

Included observations: 15

Lampiran

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

| 3.041843 3.409959 0.892047 0.3915

G 14.70428 7.066201 2.080931 0.0616

¥ 12.73855 5.134699 2.480876 0.0305

C 548.3206 104.2355 5.260400 0.0003

R-squared 0.811711  Mean dependent var 51.70933
Adjusted R-squared 0.760360 S.D. dependent var 17.03131
S.E. of regression 8.337345 Akaike info criterion 7.302545
Sum squared resid 764.6245 Schwarz criterion 7.491358
Log likelihood -50.76909 F-statistic 15.80698
Durbin-Watson stat 1.958414  Prob(F-statistic) 0.000266

Uji heteroskedastisitas
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.694714  Probability 0.662052
Obs*R-squared 5.138298 Probability 0.526202
Test Equation:
Dependent Variable: RESID*2
Method: Least Squares
Date: 04/23/11 Time: 00:01
Sample: 1994 2008
Included observations: 15
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob.
C 10387.71 88170.64 0.117814  0.9091
| 1740.134 3089.184 0563299  0.5887
1A2 32.17583 57.63445 0558274  0.5919
G 5616.798 6954.889 0.807604  0.4427
G2 207.3190 257.2422 0.805929  0.4436
Y 3108.689 14179.49 0.219238  0.8320
YA2 97.06160 432.5214  0.224409  0.8281
R-squared 0.342553 Mean dependent var 50.97496
Adjusted R-squared -0.150532 S.D. dependent var 85.87534
S.E. of regression 92.11234  Akaike info criterion 12.18862
Sum squared resid 67877.46 Schwarz criterion 12.51904
Log likelihood -84.41465 F-statistic 0.694714
Durbin-Watson stat 2.872963 Prob(F-statistic) 0.662052




Uji multikolinieritas

| G Y
I 1.000000 0.111210 0.320555
G 0.111210 1.000000 0.73683?
Y 0.320555 0.736833 1.000000

Uji normalitas

6
Series: Residuals
Sample 1994 2008
> Observations 15
4. Mean 6.83E-14
Median 0.495473
3. Maximum  15.11106
Minimum  -16.77395
Std. Dev.  7.390266
2+ Skewness  -0.228593
Kurtosis 3.648865
1.
Jarque-Bera  0.393778
: Probabiity ~ 0.821282

2 15 0 5 0

§

10 15 20




Hasil regres PDRB dan DOF

Dependent Variable: DOF
Method: Least Squares
Date: 06/09/11 Time: 21:02
Sample: 1995 2007
Included observations: 13

Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob.

PDRB 0.006843 0.002488  2.749822  0.0189

C 0.048694 0.010504 4.635815  0.0007
R-squared 0.407376 Mean dependent var 0.056757
Adjusted R-squared 0.353501 S.D. dependent var 0.045229
S.E. of regression 0.036366 Akaike info criterion -3.649712
Sum squared resid 0.014548 Schwarz criterion -3.562796
Log likelihood 25.72312  F-statistic 7.561520
Durbin-Watson stat 0.339368  Prob(F-statistic) 0.018897

Hasil regres Investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap DOF

Dependent Variable: DOF
Method: Least Squares
Date: 06/09/11 Time: 21:03
Sample: 1995 2007
Included observations: 13

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

1 0.110566 0.026052  4.244003 0.0017

G 0.067847  0.054029  1.255742  0.2378

C 1.767212  0.408036  4.331020  0.0015
R-squared 0.686294 Mean dependent var 0.056757
Adjusted R-squared 0.623553 S.D. dependent var 0.045229
S.E. of regression 0.027750 Akaike info criterion -4.131969
Sum squared resid 0.007701 Schwarz criterion -4.001596
Log likelihood 29.85780 F-statistic 10.93849
Durbin-Watson stat 1.664836 Prob(F-statistic) 0.003038




